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Abstract

The phenomenon of delayed marriage among urban Muslim youth has

become a significant social issue, particularly within the context of Islamic

family law. Although marriage in Islam holds a noble position as an act of

worship and a foundation for building a stable society, the trend of

increasing age at first marriage reflects a shift in values and life priorities.

This study aims to analyze the phenomenon of marriage delay from the

perspective of Islamic law, focusing on how flexible the Shariah is in

ARTICLE INFO responding to contemporary social dynamics. This research employs a
Article history: qualitative method with a library research approach. Data is collected
Received through the examination of classical Islamic jurisprudence literature,
Nov, 26 2024 contemporary scholars’ views, and statistical data from the Central Bureau
of Statistics (BPS). The analysis uses the maqashid al-shariah framework to

Meri{,elvéS;(C;ZS assess the social, legal, and moral impacts of this phenomenon. The results
Accepted indicate that Islamic law is flexible in regulating marriage according to
Mei, 23 2025 individual conditions. Delaying marriage is not necessarily considered a
violation of Shariah, as long as it is based on legitimate considerations and
does not lead to immoral behavior. In the context of maqgashid al-shariah,
this delay can even be classified as tahsiniyyat—complementary measures
that bring greater benefit. Therefore, Islamic family law must adopt a
contextual and adaptive approach to changing social realities while
maintaining the core values of Shariah in shaping a moral and prosperous
society.
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PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena menunda pernikahan semakin
menjadi tren yang menonjol, terutama di kalangan generasi muda Muslim
urban.(Riska and Khasanah 2023) Istilah populer seperti "jomblo" atau "single"
kini tidak lagi sekadar merujuk pada kondisi tidak memiliki pasangan, tetapi juga
merefleksikan pilihan gaya hidup yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai
faktor seperti pendidikan, karier, ekonomi, serta pertimbangan psikologis dan
spiritual.(Abimanyu n.d.) Dalam konteks akademik, kondisi ini dikenal sebagai
singlehood, yaitu status individu yang belum atau tidak menikah dalam jangka
waktu tertentu, yang bisa bersifat sukarela atau karena kendala
tertentu.(Ahadiyanto 2021) Fenomena ini tidak hanya menunjukkan perubahan
pola relasi sosial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mendalam



mengenai bagaimana Islam, sebagai agama yang mengatur berbagai aspek
kehidupan, merespons pilihan untuk menunda pernikahan.

Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai sunnah Rasulullah *#
yang sangat dianjurkan karena mengandung nilai spiritual, sosial, dan
moral.(Dharmayani et al. 2025) Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Ar-Rum ayat
21 bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka memperoleh
ketenteraman (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang
(rahmah).(AlMubarok and Al Mubarok 2024) Pernikahan tidak hanya dimaknai
sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan manifestasi
magqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga keturunan
(hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-‘ird). Namun, Islam juga memberikan ruang
fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Mayoritas ulama figih menyatakan bahwa
hukum menikah bersifat sunnah muakkadah, bukan kewajiban mutlak. Bahkan,
hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, mubah, makruh, atau haram
tergantung pada kondisi individu.(Ismail and Ja’'far 2024)

Realitas kontemporer menunjukkan adanya gap antara norma ideal dalam
ajaran Islam dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Data dari Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2023 menunjukkan peningkatan rata-rata usia menikah pertama di
Indonesia menjadi 24,1 tahun untuk perempuan dan 27,6 tahun untuk laki-laki.
Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya akses pendidikan tinggi, beban ekonomi
yang tinggi, serta pergeseran nilai-nilai dalam membentuk keluarga.(Ningsi 2023)
Penundaan pernikahan ini tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap
institusi pernikahan, melainkan seringkali didasari oleh pertimbangan kesiapan
emosional, finansial, maupun idealisme pribadi.(Raihana 2024) Dalam konteks ini,
muncul pertanyaan normatif: Bagaimana hukum Islam memandang individu yang
dengan sengaja menunda pernikahan? Apakah fenomena ini dianggap
menyimpang dari semangat syariat atau justru dapat dipahami sebagai bentuk
ijtihad sosial yang sah?

Lebih jauh, tantangan sosial yang dihadapi oleh individu yang menunda
pernikahan tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai kekeluargaan, masih kuat stigma terhadap mereka yang belum menikah
pada usia tertentu. Status belum menikah, terutama bagi perempuan, sering kali
dipandang sebagai ketidaklengkapan sosial atau ketidaksiapan menjalani peran
sebagai anggota masyarakat “ideal”. Padahal, fenomena menunda pernikahan
sering kali merupakan respons rasional terhadap ketidaksiapan dalam berbagai
aspek, baik fisik, psikologis, maupun spiritual. Sebagaimana dikemukakan oleh
Somantri et al. (2024), ketidaksiapan menikah dan langsung menjalani kehamilan
dalam usia muda dapat berimplikasi negatif terhadap individu, keluarga, dan
masyarakat.(Somantri, Dahwadin, and Faisal 2018) Hal ini menunjukkan bahwa
kesiapan sebelum menikah maupun sebelum memiliki anak adalah bagian penting
dalam membangun keluarga yang berkualitas.

Praktik menunda kehamilan setelah pernikahan usia dini, menurut penelitian
tersebut, dapat dibenarkan secara syar’i melalui pendekatan istihsan, yaitu dengan
mendahulukan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (daful mafasid
muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih).(Pertiwi, Indraswari, and Husodo 2021)
Dengan logika yang serupa, menunda pernikahan hingga seseorang benar-benar
siap juga dapat dimaknai sebagai bentuk tahqiq al-maslahah (realisasi
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kemaslahatan). Maka, stigma negatif terhadap individu yang menunda pernikahan
tidak selalu beralasan secara syariat maupun sosial. Sebaliknya, tindakan tersebut
bisa menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis, sehat secara
mental, dan siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga secara matang
dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlu dilakukan pembacaan ulang
terhadap nash-nash yang berkaitan dengan pernikahan secara lebih kontekstual.
Penundaan pernikahan tidak selalu menunjukkan pengingkaran terhadap sunnah,
tetapi bisa merupakan bentuk tanggung jawab untuk tidak menjalani pernikahan
dalam kondisi yang belum siap secara lahir dan batin.(Somantri, Dahwadin, and
Faisal 2018) Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ijtihadi yang
mempertimbangkan maqashid al-syariah dan realitas sosial kontemporer dalam
menyikapi tren ini. Selain itu, respons lembaga keagamaan dan negara, seperti
Kantor Urusan Agama (KUA) dan lembaga pendidikan Islam, menjadi penting
dalam memberikan edukasi yang lebih inklusif terkait pilihan hidup yang sah
secara syar’i.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
interpretasi hukum Islam terhadap fenomena menunda pernikahan dalam konteks
sosial kontemporer. Fokus utama diarahkan pada bagaimana teks-teks keagamaan
dan pandangan para ulama merespons tren ini, serta bagaimana pendekatan
hukum keluarga Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa
kehilangan esensi ajaran. Kajian ini penting untuk memperluas pemahaman
masyarakat Muslim terhadap pluralitas pilihan hidup yang tetap sesuai dengan
nilai-nilai Islam, sekaligus menanggapi dinamika sosial yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang bertujuan
untuk menganalisis secara mendalam bagaimana teks-teks hukum Islam dan
pemikiran ulama klasik maupun kontemporer menginterpretasikan fenomena
menunda pernikahan.(Suyanto 2023) Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk
mengeksplorasi pandangan normatif dan argumentatif dalam sumber-sumber
hukum Islam, sekaligus menempatkan fenomena sosial kontemporer dalam
kerangka hukum keluarga Islam. Penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan
data lapangan secara empiris, melainkan mengkaji teks dan konteks secara kritis
untuk memahami relasi antara norma hukum dan perubahan sosial.

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research),
dengan fokus pada penelaahan literatur-literatur primer dan sekunder yang
berkaitan dengan hukum pernikahan dalam Islam, maqashid al-syari’ah, serta
dinamika sosial terkait tren menunda pernikahan.(Assyakurrohim et al. 2022)
Literatur utama yang dikaji meliputi kitab-kitab figh klasik seperti Ihya’ Ulumuddin
karya Al-Ghazali, AI-Mughni karya Ibn Qudamah, dan Syarh Shahih Muslim oleh
Imam Nawawi. Selain itu, rujukan kontemporer seperti al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu oleh Wahbah al-Zuhaili dan pemikiran Jasser Auda tentang magashid al-
shariah digunakan untuk membandingkan perspektif tradisional dan modern.

Penelitian ini juga mengkaji dokumen resmi dan data statistik sebagai
sumber pelengkap, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta
laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang usia pernikahan dan tren demografis.
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Hal ini penting untuk memberikan konteks sosial yang aktual dalam membingkai
interpretasi hukum Islam terhadap realitas menunda pernikahan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dan
pendekatan tematik. Content analysis dilakukan terhadap teks-teks hukum Islam
untuk mengidentifikasi konsep, kaidah, dan kategori hukum terkait status menikah
atau tidak menikah. Sementara pendekatan tematik digunakan untuk
mengelompokkan isu-isu utama seperti keutamaan menikah dalam Islam, hukum
menunda pernikahan berdasarkan kondisi individu, serta respons ulama terhadap
perubahan sosial.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan bagaimana
hukum Islam mengakomodasi atau merespons tren sosial seperti penundaan
pernikahan. Selain itu, studi ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan
hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan inklusif, serta mendorong
pemahaman yang lebih adaptif terhadap realitas sosial umat Islam di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Islam, pernikahan diposisikan sebagai institusi yang memiliki nilai
ibadah dan sosial yang tinggi.(Antony and Ja’far 2024) la tidak hanya berfungsi
sebagai ikatan lahir batin antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi
pembentukan keluarga dan tatanan masyarakat yang stabil dan bermoral.
Pernikahan dianjurkan sebagai bagian dari sunnah Nabi Muhammad # dan sebagai
bentuk aktualisasi maqgashid al-syari’ah, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl),
kehormatan (hifz al-‘ird), serta ketenteraman jiwa (hifz al-nafs). Hadis Nabi ¥ dan
ayat-ayat Al-Qur’an seperti dalam QS. An-Nur: 32 menjadi dasar normatif kuat
tentang pentlngnya permkahan dalam kehldupan Musllm
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Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga
orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-
laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mencukupi mereka dengan
karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Namun demikian, dalam konteks sosial kontemporer, terjadi pergeseran
sikap dan praktik terhadap pernikahan, salah satunya ditandai oleh tren menunda
pernikahan, khususnya di kalangan generasi muda Muslim urban. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), usia menikah pertama meningkat secara
signifikan dalam satu dekade terakhir. Rata-rata usia menikah pertama bagi
perempuan pada tahun 2023 tercatat 22,7 tahun dan bagi laki-laki 26,3 tahun—
naik dari tahun 2010 yang berada di kisaran 20,8 dan 24,2 tahun. Kenaikan ini
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pendidikan, karier, ketidakstabilan
ekonomi, serta  perubahan nilai-nilai = sosial  tentang  kehidupan
berkeluarga.(Asokawati and Utama 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini tidak serta-merta dipandang
negatif atau bertentangan dengan syariat. Hukum menikah bersifat fleksibel dan
kontekstual, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai literatur fikih klasik seperti
Al-Mughni karya Ibn Qudamah dan /hya’ Ulumuddin karya Al-Ghazali. Para ulama
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mengklasifikasikan hukum menikah menjadi lima kategori: wajib, sunnah, mubah,
makruh, dan haram, tergantung pada kondisi dan kesiapan individu.(Ali 2022)
Misalnya, jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, maka menikah
menjadi wajib. Sebaliknya, jika seseorang belum mampu secara finansial,
emosional, atau fisik, maka menikah bisa menjadi mubah atau bahkan makruh. Ini
menunjukkan adanya kelenturan hukum Islam dalam merespons dinamika
kehidupan individu.

Tren menunda pernikahan sering kali dilandasi oleh pertimbangan rasional
dan tanggung jawab, bukan semata-mata penolakan terhadap ajaran
agama.(Suprapti, Dedi, and Saputra 2024) Banyak individu yang memilih untuk
menyelesaikan  pendidikan tinggi, mengejar stabilitas ekonomi, atau
mempersiapkan kematangan emosional sebelum menikah. Pandangan ini juga
mendapat legitimasi dari ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan
Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan bahwa menunda pernikahan bukan
bentuk pelanggaran syariat selama dilakukan dengan alasan syar’i, tidak
membawa kepada kemaksiatan, dan diniatkan untuk mencapai kemaslahatan yang
lebih besar.

Lebih jauh, dalam kerangka hukum keluarga Islam, fenomena ini
menimbulkan tantangan baru. Di satu sisi, hukum pernikahan tetap harus
disosialisasikan sebagai ajaran yang utama dan mulia.(Gulo, Syam, and Nurcahaya
2024) Namun di sisi lain, penegakan hukum keluarga Islam juga harus
memperhitungkan realitas sosial yang berkembang. Misalnya, negara melalui
lembaga seperti KUA (Kantor Urusan Agama) atau Mahkamah Syar’iyah harus bisa
merumuskan kebijakan bimbingan pernikahan yang tidak hanya menekankan
pentingnya menikah, tetapi juga kesiapan menikah secara menyeluruh.

Dari sisi sosial, menunda pernikahan juga memiliki dampak yang
kompleks.(Sudrajat 2014) Sebagian mengalami tekanan dari keluarga atau
masyarakat karena dianggap melanggar norma. Namun, sebagian lainnya justru
menemukan ruang untuk tumbuh, mandiri, dan berkontribusi secara sosial
sebelum berumah tangga. Kajian psikologis seperti yang dilakukan oleh DePaulo
dan Morris (2005) dalam jJournal of Marriage and Family menunjukkan bahwa
individu lajang yang menunda pernikahan karena alasan sadar cenderung
memiliki kualitas hidup yang tidak kalah baik dibanding mereka yang menikah
dini. Artinya, menunda menikah bisa menjadi pilihan hidup yang rasional dan
sehat jika dilakukan dalam kesadaran penuh dan tetap menjaga nilai-nilai
[slam.(Nasution, Adly, and Nurcahaya 2022)

Dalam konteks maqashid al-shariah, penundaan pernikahan bisa masuk
dalam kategori tahsiniyyat (penyempurna) dan tidak serta-merta menjadi bentuk
mukhalafah (penyimpangan).(Mardiansyah, Hasibuan, and Halim 2024) Artinya,
selagi tidak menyebabkan kerusakan (mafsadah), penundaan dapat ditoleransi
bahkan didukung jika dapat membawa manfaat (maslahah) yang lebih besar bagi
individu maupun komunitas. Oleh karena itu, penafsiran hukum Islam terhadap
fenomena ini harus mempertimbangkan aspek maslahat dan mudarat secara
seimbang.

Kesimpulannya, tren menunda pernikahan merupakan realitas sosial yang
harus dibaca secara cermat oleh hukum Islam. Islam tidak memberlakukan
kewajiban menikah secara seragam untuk semua orang dalam semua kondisi.

25



Hukum keluarga Islam menyediakan ruang interpretasi yang luas, asalkan tetap
dalam kerangka maqashid al-syari’ah dan semangat menjaga moral serta stabilitas
sosial. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap fenomena ini harus
bersifat adaptif, berbasis kontekstualisasi, serta tetap berpegang pada nilai-nilai
dasar yang diajarkan oleh syariat.

KESIMPULAN

Dalam Islam, pernikahan merupakan institusi yang sangat mulia dan
memiliki dimensi ibadah serta sosial yang penting. la bukan hanya sekadar ikatan
personal, tetapi juga sarana pembentukan masyarakat yang bermoral dan stabil,
sesuai dengan maqashid al-syari’ah. Meskipun demikian, dalam konteks sosial
kontemporer, terjadi pergeseran signifikan berupa tren penundaan pernikahan,
terutama di kalangan generasi muda Muslim urban. Fenomena ini dipengaruhi
oleh faktor pendidikan, karier, ekonomi, dan perubahan nilai sosial.

I[slam, melalui literatur fikih klasik maupun pandangan ulama kontemporer,
tidak memandang penundaan ini sebagai pelanggaran syariat selama dilakukan
dengan alasan yang sah dan tidak mengarah pada kemaksiatan. Hukum
pernikahan bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi individu. Dalam
kerangka magqashid al-syari’ah, penundaan pernikahan dapat masuk kategori
tahsiniyyat, yang berarti dapat diterima jika mendatangkan maslahat lebih besar.

Dengan demikian, hukum Islam perlu bersikap adaptif dan kontekstual
dalam menyikapi tren ini. Negara dan lembaga keagamaan harus mampu
merumuskan pendekatan yang seimbang—menghargai pentingnya pernikahan,
sekaligus mendukung kesiapan dan kesadaran penuh individu sebelum melangkah
ke jenjang tersebut. Pendekatan ini penting agar hukum Islam tetap relevan,
solutif, dan mampu menjawab tantangan zaman.
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